KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR V/MPR/2000
TENTANG

PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 2
Ai

Menimbang :

&

d.

&

[ ]
bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang a Esa,
Negara  Kesatuan  Republik esia  yang

diproklamasikan pada tanggal ustus 1945
mempunyai ciri khas, vyait binekaan  suku,

kebudayaan, dan agama yang menghuni dan tersebar di

belasan ribu pulau dala@lsyah Nusantara yang
a

sangat luas, terbental abang sampai Merauke,
dan disatukan oleh g%satu tanah air, satu bangsa,
dan satu bahaﬁa uan, Yyaitu Indonesia, serta
dilandaskan asila sebagai dasar negara.

bahwa ki & di atas menjadi faktor yang sangat
men %alam perjalanan panjang sejarah bangsa
Indenesigy masa lalu, masa kini, dan masa depan;

C. &b perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami
2

gai konflik, baik konflik wvertikal mupun
torizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan,
pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan
hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan
dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus
pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi
serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap
kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat
menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen
seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan
bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
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Mengingat :

Memperhatikan:

=

demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia menuju masa depan yang lebih baik;

bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 11/MPR/1999 tentang Peratdfan Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat @- ik

Indonesia; x

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Ra epublik
Indonesia  Nomor I/MPR/2000 :@; Perubahan
Pertama Atas Ketetapan Maj Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia or 1I/MPR/1999
tentang Peraturan Tata Tertig, Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indon

Keputusan Majelis waratan Rakyat Republik
Indonesia Nomorl/ 2000 tentang Jadwal Sidang

Tahunan Maj musyawaratan Rakyat Republik
Indonesia sampai dengan 18 Agustus 2000;

Perm tan dalam Sidang Tahunan Majelis
Pegmu aratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal

i dengan 18 Agustus 2000 yang membahas
ngan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

&akyat Republik Indonesia tentang Pemantapan

Persatuan dan Kesatuan Nasional yang telah
dipersiapkan  oleh  Badan  Pekerja  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus
2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK  INDONESIA TENTANG PEMANTAPAN
PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
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Pasal 1

Ketetapan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang menggambarkan
secara utuh tentang makna Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yaitu
sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

BAB Il  IDENTIFIKASI MASALAH
BAB Il KONDISI YANG DIPERLUKAN

BAB IV ARAH KEBIJAKSANAAN b

[ ]
BABV KAIDAH PELAKSANAAN \
BABVI PENUTUP Q i
Pasal 2 %
Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut da Pasal 1 terdapat
dalam Naskah Pemantapan Persatuan dan Kesatuan a beserta lampiran dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keteta

Pasal Q
(1) Menugaskan Presiden Republik nesia untuk segera melaksanakan
Ketetapan Majelis Permusya akyat Republik Indonesia tentang

Pemantapan  Persatuan satuan  Nasional dan melaporkan
pelaksanaannya pada Sid unan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia. (p

(2) Menugaskan Badal rja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia untuk4nerymuskan etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia

elaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis
Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

@apan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
Prof. Dr. H.M. Amien Rais
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Wakil Ketua, Wakil Ketua,

ttd. ttd.
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita Ir. Sutjipto
Wakil Ketua, Wakil Ketua,
ttd. ttd.
H. Matori Abdul Djalil Drs. H.M. Husnie Thamr%b
Wakil Ketua, Wakil Ketua,.\v
ttd. ttd.
Dr. Hari Sabarno, M.B.A.,, M.M. Prof. Dr. Jusu@r Feisal,S.Pd.

Drs. H.A. Naz%,%(bv
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PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku,
kebudayaan, dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekay. dan
kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia an
itu sangat terasa terutama Kketika bangsa Indonesia m% kan
kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dina‘ a Gkehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang -@ dari dalam

maupun luar negeri. Q

Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang Berasal dari berbagai
daerah menyadari sepenuhnya akan kekuata “dapat dibangun dari
persatuan dan kesatuan nasional. Mereka at untuk bersatu melalui
Sumpah Pemuda yang menegaskan satu,tanaty air, satu bangsa, dan satu
bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Se@r dan gerakan untuk bersatu itu

menjadi sumber inspirasi bagi mun erakan yang terkonsolidasi untuk

membebaskan diri dari p . Bangsa Indonesia kemudian
memproklamasikan kemerde pada tanggal 17 Agustus 1945.
Praklamasi kemerdekaan al rar untuk bersatu padu mendirikan Negara
Kesatuan Republik Ind ia, Meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke,

yang merdeka dan bggal ntuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Sejak awal erd'ginya Negara Kesatua Republik Indonesia, para pendiri

S pengaruh berkelanjutan politik kolonial divide et impera telah
gakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan
dan kesatuan bangsa.

$k5| pan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan
pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang
sentralitis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin
bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan
pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan
ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik
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horizontal antarberbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama,
kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Pemerintah Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan
koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistik,
ternyata mengulangi hal yang sama pula. Keadaan itu diperparah lagi oleh
maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan disalahgunakannya Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat politik untuk megukuhkan
kekuasaan.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khue
Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem
yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepen
mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan, €konomi,
kesenjangan sosial, dan meluasnya Kkrisis kepercayaana gilirannya
ketidakpuasan masyarakat memuncak berupa tuntutan péfor total.

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk
melaksanakan demokratisasi di segala bidang, ffegakkan hukum dan
keadilan, menegakkan hak asasi manusia, ntas korupsi, kolusi dan
nepotisme, melaksanakan otonomi daeral rimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, serta ataykembali peran dan kedudukan

Angkatan Bersenjata Republik Indop@sia.
Usaha untuk mewujudk erakan reformasi secara konsekuen dan

untuk mengakhiri berbagai&a ang terjadi, jelas memerlukan kesadaran
S

dan komitmen seluruh yarakat untuk memantapkan persatuan dan
kesatuan nasional. g@ dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai

apabila setiap war arakat mampu hidup dalam kemajemukan dan

mengelola@an‘balk.

MA%DAN TUJUAN
tapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional

unyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengindentifikasi
masalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam
rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan
sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan
nasional.

Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan
persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah
nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional,
serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

¢



BAB Il
IDENTIFIKASI MASALAH

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang

telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Faktor-faktor penyebab
terjadinya berbagai masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1.

Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika
dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian
melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelahggaran
hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. °

Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak ol nguasa
dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaaD PY

Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemu kebudayaan,
dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oI@merintah maupun
masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pi penguasa yang
menghidupkan kembali cara-cara menyelen if pemerintahan yang
feodalistis dan paternalistis sehingga meni konflik horizontal yang

membahayakan persatuan dan kesatuan

Hukum telah menjadi alat k dan pelaksanaannya telah
diselewengkan sedemikian rupaAiselimgga bertentangan dengan prinsip
keadilan, yaitu persamaan hak gara dihadapan hukum.

Perilaku ekonomi yang ngsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta ber% ada sekelompok pengusaha besar, telah
menyebabkan krisisfékonemi yang berkepanjangan, utang besar yang harus
dipikul oleh negara, pefgangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat,
j osfal ekonomi yang semakin melebar.

ang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin
yang pu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan

ihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah
lendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses
demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.

Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi
menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan apirasi politiknya sehingga
terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut
kebebasan, kesetaraan, dan kadilan.

Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan
ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul
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konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan
oleh internal pemerintan dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya
pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah
menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak
terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara
menjadi berkurang.

11. Pelaksanaan peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatdh Bg
Republik Indonesia dan disalahgunakannya Angkatan Bersenja%ublik
Indonesia sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru tela menyebabkan
terjadinya penyimpangan peran Tentara Nasional Indone n Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan erkembangnya
kehidupan demokrasi.

12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonon{@i&l, dan budaya dapat
memberikan keuntungan bagi bangsa Indon pi jika tidak diwaspadai,

dapat memberi dampak negatif terhadap kefi n berbangsa.
KONDI DIPERLUKAN
Berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan

dengan tuntas melalui pr@gses ekonsiliasi agar tercipta persatuan dan kesatuan
nasional yang mantap. Dalanfal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut :

)
nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber

etika dan untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta
ng bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-

2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari
Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.

3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan
mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud
toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.

4. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang
berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada
tata nilai yang berlaku dan bermafaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang




10.

11

12.

bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan
kepastian hukum. Hal itu disertai dengan adaya kemauan dan kemampuan
untuk mengungkapkan kebenaran tentang kejadian masa lampau, sesuai
dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan
pengakuan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, serta pengembangan
sikap dan perilaku saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi nasional.

Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat,
sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang
kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekono .

Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapa® m an
penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.

Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demo , ®ertib, dan
damai.

Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan @jiban masyarakat
untuk terlibat dalam proses pengambilan keput palitik secara bebas dan
bertanggung jawab sehingga menumbuhkan %n untuk memantapkan
persatuan bangsa.

Terselenggaranya otonomi daerah secarg adily yang memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengelola d endiri, dengan tetap berwawasan

pada persatuan dan kesatuan nasi

Pulihnya kepercayaan masyar epada penyelenggara negara dan antara
sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam
hidup bernegara. %

Peningkatan profesionalisme dan pulihnnya kembali citra Tentara Nasional
Indonesia danKepoli8ian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa
aman dan texti asyarakat.

Terbe sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu
bek ama serta berdaya saing untuk memperolen manfaat positif dari
ohalisasi.
BAB IV

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan

persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut.

1.

Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber
etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak
dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.

TAP MPR No. V/IMPR/2000 » 9



o

Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan
membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat
menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.

w

Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama
dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.
Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi,
sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.

>

Menegakkan supremasi hukun dan perundang-undangan secara konsis
bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak aSasi fpaniiia.
Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesai@agai
kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaraan hak.asasi fnanusia.

o

Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan m , khususnya
melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembgrdayaan ekonomi
rakyat dan daerah.

o
6. Memberdayakan masyarakat melalui pe @ sistem politik yang
demokratis sehingga dapat melahirkan mpin yang berkualitas,

bertanggung jawab, menjadi anutan m: 7 dan mampu mempersatukan
bangsa dan negara.

7. Mengatur peralihan kekeuasaan_se ertib, damai, dan demokratis sesuai
dengan hukum dan perundan an

8.  Menata kehidupan politj istribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat
struktur politik d gan kekuasaan, dapat berlangsung dengan
seimbang. Setiap ke politik harus melalui proses yang demokratis dan

transparan dengaq mepjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

9.  MemberlakukaR kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan

keuang ya adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik,
mem i kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan

daerahi™=serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat
&imsi.
10. ningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan
kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.

11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang
berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta
mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.
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12.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu
bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap
berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

Arahan kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peratugan dan
perundang-undangan yang akan mengatur penyelenggaraan neg erta
perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 4
Menugaskan kepada pemerintah untuk : \
o
a. memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja pada tingkat
nasional maupun daerah, yang melibatkan selur r bangsa, baik
formal maupun informal, yang mewakili kemajel agama, suku dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya @menampung berbagai
sudut pandang guna menyamakan persepsi encari solusi.
b.  segera menyelesaikan masalah da % secara damai di berbagai
daerah dengan tuntas, adil, da , dalam rangka memantapkan

persatuan dan kesatuan nasiow
Membentuk Komisi Kebenar ekonsiliasi Nasional sebagai lembaga

ekstra-yudisial yang jumm ota dan kriterianya ditetapkan dengan
undang-undang. Komisj-ini ugas untuk menegakkan kebenaran dengan
mengungkapkan p@na&m kekuasaan dan pelanggaran hak asasi
manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang“perlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif
kepentinga ama sebagai bangsa. Langkah-langkah  setelah
pengungkep benaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan
maaf, erian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi,

atal natif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan
satuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam

Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia untuk :

a.  merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang
etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik,
hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya.

b.  merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus
disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan
kesadaran terhadap visi tersebut.
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BAB VI
PENUTUP

Ketetapan ini menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi
dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme
hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat

menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan
masyarakat.

Dengan melaksanakan rekonsiliasi untuk memantapkan persattian dan
kesatuan nasional diharapkan bangsa Indonesia dapat menyelesaikan @ ah-
masalah masa lampau sehingga dapat mengatasi krisis dan KSaimakan
pembangunan di segala bidang menuju masa depan yang lebih baik. m&
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